
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1999  

TENTANG 
PEMERINTAHAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan 
kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; 

      b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu 
untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi 
dan keanekaragaman Daerah; 

      c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam 
maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang 
perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah 
secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, 
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta 
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan 
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan 
keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang 
dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

      d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi dengan 
prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan 
keadaan, sehingga perlu diganti; 

      e. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, 
bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai 
dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui 
serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa 
sehingga perlu diganti; 

      f. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan Undang-undang 
mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah 
dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa. 
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Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945; 
      2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi 
Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; 

      3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

      4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 
Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional 
yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

      5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811). 

 
Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden 
beserta para Menteri. 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
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c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD 
adalah Badan Legislatif Daerah. 

d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
Desentralisasi. 

e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat 
di Daerah. 

g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada 
Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan 
tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta 
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang 
menugaskan. 

h. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

j. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil 
Pemerintah. 

k. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga 
Pemerintah Non Departemen di Daerah. 

l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat 
dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang 
membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota. 

n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah 
Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan. 

o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 
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p. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan 
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

q. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

 
 

BAB II 
PEMBAGIAN DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah 

Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. 
(2) Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi. 
 

Pasal 3 
 

Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua batas mil laut 
yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan 
kepulauan. 

 
BAB III 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH 
 

Pasal 4 
 

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun 
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota  yang 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

(2) Daerah-daerah sebagaimana pada ayat (1) masing-masing berdiri 
sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. 

 
Pasal 5 
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(1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, 

potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas 
Daeerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan 
terselenggaranya Otonomi Daerah. 

(2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang. 

(3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu 
Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan 
pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 

Pasal 6 
 

(1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah 
dapat dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain. 

(2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah. 
(3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran 

Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan 
Undang-undang. 

 
BAB IV 

KEWENANGAN DAERAH 
 

Pasal 7 
 

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 
kewenangan bidang lain. 

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, 
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, 
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, 


